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Revisi RUU Penyiaran

OMISI 1 DPFR RI
telah mengonfirma-
si bahwa Undang-

Undang Nemor 32 Tahun
2noz Tentang  Penyiaran,
kembali masuk Program Le-
gislasi Nasional (Prolegnas)
pada tahun 2025 ini, babhkan
denpan embel-embel “priori-
tas”. Tt herarti, suka atan ti-
dak suka UL Penyiaran akan
kembali menjadi  sorotan
publik, justru ketika dunia
penyiaran di tanah air de-
ngan mendapat atensi kare-
na perkembangan leknolog
vang semakin meluas di du-
nia mdio dan televisi.

Dalam  pengamatan  pe-
nulis, sejak diundangkan La
hun zooz, UL Penyiarn se
lalu dikritik karena banvak
penyimpangan dalam pelak-
sanaannya, serta banyvak se-
kali perkembangan teknolog
di dunia penyiaran yang ga-
gal di-cover pasal-pasal da-
lam undang-undang itu,

RKarena hal tersebut, maka
usulan untuk melakukan re-
visi terhadap pasal-pasal da-
lam UL Penyiaran disuara
kan hanya beberapa tahun

setelah produk legislas ers
reformiast ini dibedakukan.

Penuli= menduga adamya
pertentangan vang sangat
keras di antara stakeholder
penyiaran selaly mengpagal-
kan upaya untuk melakukan
revist UU Penyiaran.

Perseteruan tersebut selalu
mengemuka ke puhlik se-
hingga selaln mengundang
kontroversi yang tidak ber-
ujung. Talun vang lalu, RUU
Penviaran juga masuk Pro-
lepnas DPR R, tapi gagal di-
undangkan karena adanva
beberapa pasal vang diduga
akan mengerangkeng kebe-
hasan berekspresi, vang jus-
tru I'I'l?’l'llp"l\aﬂ nvawa dlll
produk legislasi DPR BRI vang
lidak ditandatangani Presi
den Megawati tersebut.

Reformasi
UL Penviaran adalah pro-

Dian Wardiana Sjuchro

Dosen Akom Unpad

duk legislasi vang sangal re

for manl'kan-na memutar ha-
likkan arah sejavah dunia pe

nyiaran di Indonesia.

Bila para ers Orde Baru
dunia penyiaran (radio dan
televisi) digenggam dengan
crat oleh rezim yang ber-
kuasa, maka UU Penyiaran
memerintahkan agar dunia
penyiamn diurs oleh lemba-
ga negara independen vang
bernauma Komisi Penyviaran
Tnedonesia atan KPL Ini ada-
lah lompatan:sejarah yang
luar biasa dalam hukum ke-
tatanegaman B modern,

Penetapan KPl  sebapai
regulator tunggal di dunia
penviaran telah membuka
harapan akan adanyi peran
serta masyarakal dalam du-
nia radio dan televisi.

Sekaligns juga membuka
peluang akan adanya diversy
tas kepemilikan lembaga pe
nyiaran yang selama ini di-

genggam  erat oleh  seke-
lompek pengusaha vang san-
pal dekat dengan penguasa
politik.

Arus haru inj dikonsepkan
orang sehagal harapan ada-
nva diversity of vwnership
vang akan melahirkan ada-
nya diversitg of eontent hagi
dunia penyiaran reformasi.

Cita-cita ini kandas ketika
pemerintah mengeluarkan
tujub peraturan pe-
merintah bidang penviaran
vang mendegradasikan peran
KPI dalam mengatur infra-
struktur penyiaran di [n-
domesia, Oleh PP tersebut,
KPI hanva diberi peran ter
batas untuk  memproses
pembuatan dan perpanja
an  l@in  Penyelenggaraan
Penyiaran (IPP), Pada kon-
disi sepem ini, wsulan untuk
merevisi UL Penviaran ber-
embus kencang,

Berikutnya, ketika peme-
rintah  papal  menerapkan
upaya digitalisasi bagi semua
televisi di Indonesia, usaha
untuk merevisi UU Penyiar-
an juga kemball berembus
sangat kencang.

Sebagai preduk legislatif
yang disusun sudab sangat
lama, ULl Pemyi
mang tidak mencantumkan
peluang mengenal adanya
upavya digitalisasi bagl stasi-
un televisi. Peraturan Pemer-
intah mengenai digitalisasi
selalu kandas di pengadilan
karena tidak punya cantolan
hukum yang kelas.

Karena upaya tersehut se-
lalu kandas, pemerintah ke-
mudian membuat UL Cipla
Kerja (bidang telekomuni-
kasi) untuk-memadi pinta
masuk ke program analog
switch-off demedia televisi,

Upaya tersebut berhasil,
meskipun eksesnva adalah

KPI kehilangan sama sekali
WEWENANE untuk turut serta
menata  mirastruktur pe-
nyiaran, vakm mengelola inin
hagi radiio dan relevisi.

Terakhir, usulan  untuk
merevisi UL Penyviaran
beriringan dengan perkem-
hangan teknelog di industri
penyviaran. Darl pengamatan
penulis, radio dan televisi di
tickik hanya meng-
gunakan freknensi radio ur-
tuk memvampaikan pesan
kepada masyarakat.

Mereka  menggunakan
hauran teknologi untuk her-
bisniz sehingga diperlukan
defimsi baru dunia penyviaran
di era konvergensi media

Revisi

Seperti telah ditegaskan di

atas, l(‘l'l':"t utama dari revisi

UL Penyiaran adalah me-
ngembalikan  pengurusan

duma penviaran kepada ma-
svarakat, KPI adalah repre-
sentasi masvarakat, maka
peran dan fungsinya harus
dikembalikan pada posisi
semula.

Fungsi KPL adalah mengu
rus H.;,,d.]d. sesualu tentang
penviaran, maka KPT meng-
urus infrastruktur (perizin-
an) dan mengawasi isi siaran
radio dan televisi,

Belakangan  mengemuka
herbagai keluban yang me-
ngenai perilaku komisioner
KPI/KPID sebagal pejabat
publik  bidang penyiaran.
Perulis melihatnya sehagai
perilaku aknom.

Karena itu, sistem rekrut
men komisioner harus diper
baiki, dan pengawasan harus
lebih ditingkatkan. Sebagai-
mana dilakukan oleh KPU
dun KPK, penpangkatan De-
win Pengawas KPL harus
dipertimbangkan,

Menghadapi adanya pro-
graun digitalisasi te o
Penyiaran yvang baru harus
mampu mengantisipasi hal
tersebut melalui pasal pasal
vang mengarah kepada ke

adilan sosial dalam kepemi-
likan dan penpgunaan kanal
frekuensi digital,

Kalau perly, melakukan
antisipasi juuh ke depan un-
Luk mengatur bisnis bidang,
radio melalui
teknologi frekuen
fu. Seperti diketahui, Leman-
teman pengelola radio komu-
nitas tetap helum mendapat
hal yang sama dengan lem-
baga penviaran lainnya,

Satu lagi antisipasi vang di-
lakukan oleh para pemvusun
UL Penyiaran adalah adanyn
fenomena perkembangan
Leknelogh di dunia penyiaran
talmh AT, ()nng mengatakan
sebagai konver-
gensi media vang tengah me
landa bisnis informasi di
seluruh dunia.

Banyak pengamat berpikir,
sehaikmya DPR RI menyusun
UL Konvergensi Media ke-

timbang melakukan  revisi
terhadap UL Penyiaran. Hal
ini bisa dimengerti karena
I.-atas batas yang semakin
antara media komuni-
Lt cetak, media komunikasi

elektronik, dan media komu-
nikasi berbasis internet di
tanah air.

Penutup
Revisi U Penyiaran ada-
lah  sebuah  keniscavaan,

mengingat U7 32 /2002 ten-
tang Penviaran sudah tidak
mampu lagi menjawaly ber-
bagai perkembangan yang
terjadi di dunia penyiaran.
Namun, ke arah mana pun
revisi UL Penyiaran, hen-
daknva tidak mengkhianati
wvisi awal UL Penyiaran vang
bercita-cita menciptakan
fhll'\ A p(-‘l'l_\'-lﬂ ran _\"R l'IB liP.'ITI“—
kratis dan berkeadilan.
Demokratis berarti kedau
latan di tangan rakyat, adil
herarti memberi kesempatan
seluas-luasnya bagl masyara-
kat unituk turut serta untik
menggunakan frekuensi ra-
din sebagai milik publik, ***
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